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Abstrak

Pendidikan ramah anak di pesantren tidak dapat direduksi menjadi
larangan kekerasan atau penyediaan sarana fisik, karena kehidupan
berasrama menyatukan pembelajaran, pengasuhan, ibadah, disiplin, relasi
sebaya, dan pemenuhan kebutuhan dasar selama dua puluh empat jam.
Kajian tentang pesantren ramah anak berkembang pesat, tetapi masih
terfragmentasi antara pembahasan perlindungan, pedagogi, kesejahteraan
psikososial, dan tata kelola. Artikel ini bertujuan menyintesis
perkembangan kajian tersebut, mengidentifikasi kesenjangan penelitian,
dan menawarkan kerangka konseptual yang sesuai dengan karakter
pesantren. Penelitian menggunakan literature review integratif-kritis
terhadap 48 sumber akademik dan kebijakan yang diterbitkan 2016-2026.
Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Crossref, DOAJ, Garuda,
Dimensions, dan portal jurnal, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi,
keterlacakan metadata, mutu metodologis, dan kontribusinya terhadap
pertanyaan kajian. Analisis tematik menghasilkan enam temuan:
pergeseran dari pendekatan protektif menuju pendekatan berbasis hak;
kerentanan yang lahir dari relasi kuasa dan kurikulum tersembunyi;
pentingnya disiplin positif dan pedagogi humanistik; kebutuhan
pengasuhan berasrama yang sensitif perkembangan; lemahnya suara
santri dan mekanisme pengaduan; serta urgensi tata kelola perlindungan
yang akuntabel. Berdasarkan sintesis tersebut, artikel mengembangkan
Kerangka Ekologi Hak Anak Pesantren yang mengintegrasikan dimensi
tata kelola, relasi pedagogis, pengasuhan, partisipasi, dan akuntabilitas.
Kerangka ini menegaskan bahwa pesantren ramah anak hanya terwujud
ketika keamanan, martabat, perkembangan, dan agensi santri menjadi
prinsip operasional seluruh ekosistem lembaga.

Kata Kunci: hak anak; pengasuhan berasrama; pesantren ramah anak;
perlindungan santri; partisipasi santri
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Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang
menggabungkan transmisi ilmu keagamaan, pembentukan
karakter, kehidupan komunal, dan pengasuhan berasrama.
Integrasi tersebut memberi pesantren daya pendidikan yang kuat
karena nilai tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga
dipraktikkan melalui ibadah, keteladanan, kedisiplinan,
pelayanan, dan interaksi sehari-hari. Namun, struktur pendidikan
yang berlangsung hampir sepanjang hari sekaligus memperluas
wilayah tanggung jawab lembaga. Pesantren tidak hanya
bertanggung jawab atas hasil belajar, melainkan juga atas
keselamatan fisik, kesehatan mental, kebutuhan perkembangan,
privasi, martabat, dan hak partisipasi santri. Dengan demikian,
ukuran mutu pesantren tidak cukup berhenti pada prestasi
akademik dan kepatuhan, tetapi harus mencakup kemampuan
institusi menciptakan ekosistem yang aman, inklusif, non-
diskriminatif, dan memungkinkan anak berkembang secara utuh.

Gagasan pendidikan ramah anak bertolak dari pengakuan
bahwa anak adalah pemegang hak, bukan sekadar objek
perlindungan atau penerima layanan. Konvensi Hak Anak
menempatkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi
anak, hak hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap
pandangan anak sebagai fondasi pengambilan keputusan (United
Nations, 1989). Dalam kerangka sekolah ramah anak, kualitas

pendidikan dibaca secara multidimensional: lingkungan harus
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sehat, aman, protektif, responsif terhadap keragaman, berpusat
pada peserta didik, dan membuka ruang partisipasi (UNICEEF,
2009; Clair et al., 2012). Kerangka tersebut relevan bagi
pesantren, tetapi tidak dapat dipindahkan secara mekanis.
Kehidupan berasrama, otoritas keagamaan, tradisi ketaatan,
senioritas, dan batas yang cair antara ruang belajar dan ruang
privat menjadikan perlindungan anak di pesantren memiliki
kompleksitas tersendiri.

Kebijakan nasional menunjukkan pergeseran dari
pendekatan programatik menuju pengembangan sistem. Pedoman
Satuan Pendidikan Ramah Anak menekankan kebijakan, pendidik
terlatih, pembelajaran ramah anak, sarana aman, partisipasi anak,
serta keterlibatan orang tua dan masyarakat (Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia, 2021). Secara lebih spesifik, Keputusan Menteri
Agama Nomor 91 Tahun 2025 menetapkan peta jalan
pengembangan pesantren ramah anak yang menghubungkan
perlindungan, kompetensi pendidik, pembelajaran kreatif,
pemahaman karakteristik santri, pengembangan kecerdasan
holistik, dan penghargaan terhadap pendapat santri (Kementerian
Agama Republik Indonesia, 2025). Regulasi ini penting karena
menegaskan bahwa keramahan terhadap anak bukan aksesori
kelembagaan, melainkan agenda transformasi tata kelola

pesantren.
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Literatur pesantren ramah anak memperlihatkan kemajuan
konseptual sekaligus problem implementasi. Muafiah et al. (2022)
menunjukkan bahwa upaya membangun pesantren ramah anak
umumnya bergerak melalui pembenahan mata pelajaran,
manajemen, dan infrastruktur, tetapi bentuknya dipengaruhi
tipologi pesantren. Idris et al. (2023) dan Hasibuan (2026)
menghubungkan konsep tersebut dengan tujuan humanistik
pendidikan Islam, sedangkan Sayyi et al. (2025) menempatkannya
sebagai model pencegahan kekerasan. Kajian lain mencatat bahwa
komitmen pimpinan, budaya organisasi, sumber daya, pelatihan
pendidik, dan konsistensi mekanisme perlindungan sangat
menentukan keberhasilan program (Albert et al., 2023; Albert et
al., 2024; Bakhtiar et al., 2025; Vebrianto et al., 2025). Artinya,
slogan, deklarasi, atau kelengkapan administratif tidak otomatis
mengubah relasi yang dialami santri.

Persoalan paling kritis berkaitan dengan relasi kuasa.
Pesantren dibangun di atas penghormatan kepada kiai, nyai, ustaz,
dan senior sebagai bagian dari tradisi adab. Pada tingkat
pedagogis, penghormatan dapat menumbuhkan keteladanan dan
kedalaman ikatan moral. Namun, ketika ketaatan dipahami
sebagai pembungkaman, koreksi tidak memiliki batas, dan
hierarki tidak diawasi, tradisi yang sama dapat menghasilkan
kerentanan. Penelitian tentang perundungan, kekerasan, dan
respons kelembagaan menunjukkan pentingnya  strategi

menyeluruh yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi
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membenahi iklim lembaga, pola pengasuhan, relasi senior-yunior,
sistem pelaporan, dan akuntabilitas pimpinan (Abdurrohim et al.,
2024; Arif et al., 2024; Rahman & Maulana, 2024; Zafi et al.,
2024; Zahid, 2024; Zulva et al., 2024). Perspektif iklim sekolah
juga menegaskan bahwa keamanan dibentuk oleh kualitas relasi,
keadilan aturan, dukungan orang dewasa, dan pengalaman
menjadi bagian dari komunitas, bukan hanya oleh absennya
insiden yang dilaporkan (Bradshaw et al., 2021).

Dimensi lain yang belum memperoleh perhatian seimbang
adalah kesejahteraan psikososial santri. Anak yang baru
memasuki asrama menghadapi perpisahan dengan keluarga,
penyesuaian ritme hidup, tuntutan kemandirian, kepadatan
aktivitas, dan pembentukan relasi baru. Fadhilah (2022)
menemukan persoalan homesickness, penerimaan diri, hubungan
sosial, dan pemenuhan kebutuhan yang dapat berbeda menurut
usia dan gender. Kondisi tersebut mengingatkan bahwa disiplin
pesantren harus sensitif terhadap tahap perkembangan. Perilaku
diam, menarik diri, menangis, atau kesulitan mengikuti aturan
tidak selalu merupakan pembangkangan; perilaku tersebut dapat
menjadi ekspresi tekanan adaptasi. Pendidikan ramah anak karena
itu menuntut kemampuan pengasuh membaca kebutuhan
emosional dan menyediakan dukungan bertahap, bukan semata-
mata menambah aturan.

Kajian pendidikan ramah anak pada sekolah umum telah

menghasilkan instrumen, model manajemen, dan praktik
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pembelajaran yang dapat memperkaya analisis pesantren. Fitriani
et al. (2021), Hajaroh et al. (2021), dan Xiao et al. (2023)
menekankan pentingnya pengukuran yang melampaui dokumen
kebijakan. Apriyanto et al. (2024) menunjukkan kesenjangan pada
komponen personel, Azizah et al. (2024) menekankan
pembentukan perilaku anti-kekerasan, sedangkan Sunardianta et
al. (2024) dan Rusilowati et al. (2024) memperlihatkan bahwa
prinsip ramah anak perlu diintegrasikan ke dalam desain
pembelajaran, bukan ditempatkan sebagai kegiatan tambahan.
Akmaliyah et al. (2021) bahkan menunjukkan kemungkinan
penerapan pendekatan ramah anak dalam pembelajaran bahasa
Arab di pesantren. Meski demikian, transfer praktik tersebut harus
mempertimbangkan bahwa santri tinggal di lembaga, sehingga
hak anak dapat dipenuhi atau dilanggar di kelas, kamar, kamar
mandi, ruang makan, tempat ibadah, kegiatan organisasi, dan
ruang digital.

Kesenjangan literatur terletak pada fragmentasi analisis.
Sebagian studi fokus pada kekerasan, sebagian pada
pembelajaran, sebagian pada kesejahteraan, dan sebagian lain
pada evaluasi kebijakan. Keterhubungan antara struktur otoritas,
praktik disiplin, pengasuhan berasrama, partisipasi santri, serta
mekanisme pengawasan belum banyak dirumuskan sebagai satu
ekologi. Selain itu, mayoritas studi bersifat studi kasus tunggal
dan mengandalkan perspektif pengelola, sehingga pengalaman

santri—terutama santri usia dini, santri perempuan, santri
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penyandang disabilitas, dan santri dari latar sosial rentan—belum
selalu terdengar. Penelitian juga cenderung mengukur keberadaan
program, bukan perubahan pengalaman anak dan hasil
perkembangan dalam jangka panjang.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan
untuk: (1) memetakan perkembangan konseptual pendidikan
ramah anak dalam konteks pesantren; (2) menyintesis faktor yang
membentuk keamanan, kesejahteraan, dan partisipasi santri; (3)
mengkritisi kecenderungan teori dan metode penelitian yang ada;
dan (4) mengembangkan kerangka konseptual yang
menghubungkan perlindungan dengan agensi anak. Pertanyaan
kajian yang diajukan adalah: bagaimana pendidikan ramah anak
dikonseptualisasikan dalam literatur pesantren; faktor apa yang
mendukung atau menghambat implementasinya; bagaimana relasi
antara pedagogi, pengasuhan, partisipasi, dan tata kelola; serta
agenda penelitian apa yang diperlukan untuk memperkuat

kebijakan berbasis bukti?

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan literature review integratif-kritis.
Pendekatan integratif dipilih karena topik pendidikan ramah anak
di pesantren dibahas melalui berbagai jenis penelitian—studi
kasus kualitatif, evaluasi program, survei, pengembangan
instrumen, kajian kebijakan, dan artikel konseptual—yang tidak

tepat disintesiskan hanya melalui perbandingan statistik. Dimensi
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kritis digunakan untuk menilai asumsi, relasi kuasa, kecukupan
bukti, dan konsekuensi praktis dari konsep yang berkembang.
Kajian ini tidak diklaim sebagai systematic literature review atau
telaah PRISMA karena penelusuran memadukan basis data
bibliografis dengan portal jurnal dinamis dan tidak
mempertahankan hitungan temuan awal yang dapat direplikasi
secara identik.

Penelusuran dilakukan secara bertahap dan diperbarui
terakhir pada 16 Juni 2026 melalui Google Scholar, Crossref,
DOAJ, Garuda, Dimensions, serta portal jurnal. Kata kunci bahasa
Indonesia dan Inggris dikombinasikan dengan operator Boolean.
Rentang utama publikasi adalah 2015-2026, sedangkan sumber
sebelum 2015 digunakan secara terbatas untuk teori ekologi
perkembangan, hak partisipasi anak, pengukuran sekolah ramah
anak, dan dokumen normatif. Korpus akhir terdiri atas 48 sumber:
41 artikel jurnal, satu artikel prosiding, serta enam buku atau
dokumen kebijakan/kelembagaan. Sebanyak 42 sumber (87,5%)
diterbitkan pada 2019-2026. Komposisi ini menjaga
kemutakhiran tanpa mengabaikan karya seminal.

Seleksi dilakukan melalui empat langkah. Pertama, judul,
abstrak, dan kata kunci diperiksa untuk memastikan hubungan
langsung dengan pesantren ramah anak, perlindungan santri,
kekerasan dan perundungan di pesantren, sekolah ramah anak,
disiplin positif, kesejahteraan, atau partisipasi anak. Kedua,

sumber duplikat, artikel populer, berita, dan publikasi tanpa
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metadata yang dapat ditelusuri dikeluarkan. Ketiga, teks lengkap
atau halaman resmi jurnal diperiksa untuk memverifikasi penulis,
tahun, judul, jurnal, volume, halaman, dan DOI. Keempat, sumber
dinilai berdasarkan kontribusi analitis, kejelasan metode,
kecukupan data, serta relevansi terhadap konteks berasrama.
Dokumen kebijakan digunakan untuk membaca arah normatif,
bukan sebagai pengganti bukti empiris.

Ekstraksi data memuat identitas publikasi, konteks, tujuan,
metode, unit analisis, temuan, keterbatasan, dan implikasi. Data
kemudian dikodekan secara tematik melalui proses membaca
berulang, pengelompokan kode, perbandingan kasus, dan
penyusunan tema lintas studi. Kredibilitas sintesis dijaga melalui
triangulasi jenis sumber, pemeriksaan konsistensi sitasi-daftar
pustaka, pembandingan temuan yang konvergen dan berbeda,
serta pemisahan antara klaim empiris, interpretasi, dan
rekomendasi normatif. Hasil analisis tidak diperlakukan sebagai
estimasi prevalensi nasional karena sebagian besar bukti berasal

dari studi kasus dan sampel terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Perlindungan Menuju Pendekatan Berbasis Hak
Perkembangan kajian menunjukkan perubahan penting dalam

cara memahami pendidikan ramah anak. Pendekatan awal cenderung

menempatkan anak sebagai pihak rentan yang harus dijauhkan dari

kekerasan, sedangkan pendekatan berbasis hak menempatkan anak
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sebagai subjek yang memiliki martabat, kebutuhan perkembangan, dan
suara. Perbedaan ini bukan semantik. Pendekatan protektif dapat
menghasilkan program yang berfokus pada larangan dan pengawasan,
tetapi belum tentu mengubah pembelajaran, relasi, atau proses
pengambilan keputusan. Sebaliknya, pendekatan berbasis hak meminta
setiap kebijakan diuji melalui kepentingan terbaik anak, non-
diskriminasi, perkembangan optimal, dan partisipasi bermakna (United
Nations, 1989; Lundy, 2007).

Literatur sekolah ramah anak menegaskan bahwa keramahan
merupakan kualitas sistem, bukan daftar fasilitas. UNICEF (2009)
menghubungkan efektivitas pembelajaran dengan kesehatan, keamanan,
inklusi, responsivitas gender, dan keterlibatan keluarga. Godfrey et al.
(2012) menunjukkan perlunya indikator lintas konteks yang menangkap
pengalaman belajar, sedangkan Fitriani et al. (2021), Hajaroh et al.
(2021), dan Xiao et al. (2023) mengembangkan ukuran yang mencakup
kebijakan, relasi, lingkungan, dan partisipasi. Implikasinya bagi
pesantren adalah penilaian tidak boleh hanya bertanya apakah lembaga
mempunyai deklarasi anti-kekerasan, tetapi apakah santri merasa aman
berbicara, memperoleh bantuan ketika tertekan, memahami aturan,
diperlakukan adil, dan dapat memengaruhi keputusan yang menyangkut
kehidupan mereka.

Dalam pendidikan Islam, pendekatan hak tidak harus
dipertentangkan dengan adab. Idris et al. (2023), Muafiah et al. (2022),
dan Hasibuan (2026) memperlihatkan bahwa tujuan humanistik,
rahmah, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap manusia dapat
menjadi landasan internal bagi pesantren ramah anak. Tantangannya

adalah membedakan adab dari kepatuhan tanpa batas. Adab mengatur
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relasi secara bermartabat dan bertanggung jawab, sedangkan ketaatan
absolut berpotensi menutup koreksi. Karena itu, pendidikan ramah anak
bukan pelonggaran nilai atau penolakan terhadap disiplin; ia
mengarahkan disiplin agar proporsional, mendidik, transparan, dan
tidak merendahkan.

Kebijakan Indonesia bergerak ke arah integrasi tersebut. Peta
jalan pesantren ramah anak menempatkan perlindungan, pembelajaran
aman, kompetensi pendidik, pengembangan holistik, dan penghargaan
terhadap pendapat santri sebagai bagian yang saling terkait
(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Namun, penelitian
evaluatif mengingatkan adanya jarak antara desain dan praktik. Aziz et
al. (2025) serta Bakhtiar et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas
kebijakan dipengaruhi kapasitas pelaksana, pemahaman konsep, sumber
daya, dan struktur akuntabilitas. Dengan demikian, perubahan
terminologi dari “perlindungan” menjadi “ramah anak” hanya bermakna

jika diikuti perubahan cara lembaga mendefinisikan mutu dan otoritas.

Relasi Kuasa, Kekerasan, dan Kurikulum Tersembunyi
Pesantren memiliki kurikulum formal berupa kajian kitab, mata
pelajaran, dan program pengembangan keterampilan. Di samping itu,
terdapat kurikulum tersembunyi yang bekerja melalui aturan, tradisi,
bahasa sehari-hari, pembagian ruang, pola pemberian sanksi, serta relasi
senior-yunior. Kurikulum tersembunyi menentukan apa yang dipelajari
santri tentang kekuasaan: apakah otoritas harus bertanggung jawab,
apakah kesalahan boleh dikoreksi tanpa penghinaan, dan apakah pihak

yang lebih muda berhak menolak perlakuan yang membahayakan.
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Karena berlangsung berulang, pesan implisit ini dapat lebih kuat
daripada materi ceramah tentang kasih sayang.

Studi tentang perundungan di pesantren menunjukkan bahwa
kekerasan sering tidak berdiri sebagai tindakan individual. Ia dapat
dipelihara oleh normalisasi senioritas, penerusan pengalaman buruk,
pembiaran, minimnya pengawasan, serta anggapan bahwa penderitaan
merupakan bagian dari pembentukan mental. Arif et al. (2024) dan
Abdurrohim et al. (2024) menekankan perlunya strategi kelembagaan
komprehensif, sedangkan Utama dan Salim (2024), Zahid (2024), serta
Zulva et al. (2024) memperlihatkan peran pengasuh, wali asuh, dan
program anti-perundungan. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan
pola yang sama: pencegahan efektif memerlukan perubahan norma
kelompok dan respons orang dewasa, bukan hanya poster, sosialisasi
satu kali, atau hukuman setelah insiden.

Kekerasan seksual menampilkan dimensi relasi kuasa yang
lebih kompleks. Rahman dan Maulana (2024) menunjukkan bahwa
persepsi santri dan respons institusi dipengaruhi pengetahuan, rasa
takut, ketergantungan, dan kepercayaan pada mekanisme penanganan.
Dalam lingkungan tertutup, korban dapat menghadapi hambatan untuk
melapor karena pelaku memiliki status, laporan dianggap mencemarkan
nama lembaga, atau anak khawatir tidak dipercaya. Karena itu, prinsip
menjaga reputasi tidak boleh diletakkan di atas keselamatan anak.
Reputasi yang sehat justru dibangun melalui kemampuan lembaga
mencegah, mendeteksi, merespons, memulihkan korban, dan
mempertanggungjawabkan tindakan secara transparan.

Perspektif iklim sekolah membantu menggeser fokus dari

insiden menuju sistem. Bradshaw et al. (2021) menegaskan hubungan
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antara keselamatan, kualitas relasi, norma, keterhubungan, dan
dukungan. Zafi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pendidikan anti-
kekerasan dapat membentuk lingkungan belajar aman ketika terintegrasi
dengan budaya lembaga. Untuk pesantren, iklim aman berarti santri
mengetahui batas perilaku, memperoleh perlakuan konsisten, tidak takut
meminta bantuan, dan melihat orang dewasa merespons laporan dengan
adil. Ketika satu unsur gagal—misalnya aturan jelas tetapi pengaduan
tidak aman—perlindungan menjadi semu.

Analisis ini juga mengharuskan perhatian pada kelompok yang
tidak mengalami risiko secara sama. Santri lebih muda, santri baru,
santri perempuan, santri penyandang disabilitas, dan santri dengan
dukungan keluarga terbatas dapat memiliki posisi tawar lebih rendah.
Fadhilah (2022) mengidentifikasi dinamika gender dan pemenuhan
kesejahteraan yang tidak selalu setara, sedangkan Saragih dan Subroto
(2023) menunjukkan bahwa akses ruang pun dapat memuat
ketimpangan gender. Prinsip non-diskriminasi karena itu memerlukan
pemetaan risiko yang spesifik, bukan asumsi bahwa satu aturan berlaku

adil bagi semua.

Disiplin Positif dan Pedagogi Humanistik

Disiplin merupakan unsur inheren pendidikan pesantren karena
kehidupan bersama membutuhkan keteraturan. Persoalannya bukan ada
atau tidaknya disiplin, melainkan tujuan, cara, proporsionalitas, dan
mekanisme koreksinya. Disiplin yang mendidik membantu santri
memahami alasan aturan, konsekuensi tindakan, tanggung jawab, dan

cara memperbaiki kesalahan. Sebaliknya, disiplin berbasis rasa takut



514 | JPIK Vol. 8 No. 2, September 2025: 501-531

menekankan kepatuhan sesaat, tetapi dapat menghasilkan kebohongan,
penghindaran, agresi terselubung, atau penerusan kekerasan kepada
pihak yang lebih lemah.

Literatur disiplin positif menunjukkan bahwa hubungan yang
suportif, aturan jelas, konsistensi, penguatan perilaku adaptif, dan
kesempatan melakukan pemulihan lebih selaras dengan perkembangan
anak daripada penghukuman yang merendahkan. Wang dan Kuo (2019)
menemukan hubungan antara disiplin positif, kesejahteraan peserta
didik, dan efektivitas mengajar, sedangkan Carroll (2022) menunjukkan
bahwa pelatihan disiplin positif dapat memengaruhi pola pengasuhan
dan perilaku adaptif. Walaupun konteksnya tidak seluruhnya pesantren,
prinsip tersebut relevan bagi pengasuh asrama: koreksi perlu menjaga
martabat, mempertimbangkan usia dan kondisi, serta berorientasi pada
belajar.

Pedagogi ramah anak juga mengubah posisi santri dari penerima
pasif menjadi peserta aktif. Akmaliyah et al. (2021) memperlihatkan
penerapan pendekatan ramah anak dalam pembelajaran bahasa Arab
melalui suasana menyenangkan, interaksi suportif, dan metode yang
sesuai kebutuhan siswa. Sunardianta et al. (2024) serta Rusilowati et al.
(2024) menunjukkan bahwa prinsip ramah anak dapat diintegrasikan
dalam manajemen pembelajaran dan kurikulum. Dalam pesantren,
integrasi ini dapat berbentuk dialog, umpan balik tanpa
mempermalukan, variasi metode, pengakuan terhadap perbedaan
kecepatan belajar, dan asesmen yang memberikan kesempatan
perbaikan.

Pedagogi humanistik tidak berarti menghapus otoritas guru.

Otoritas tetap diperlukan untuk menjaga arah, standar, dan keamanan,
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tetapi bentuknya bergeser dari dominasi menuju otoritas yang dapat
dipertanggungjawabkan. Guru dan pengasuh menjelaskan alasan
keputusan, memberi teladan, membedakan kesalahan akademik dari
pelanggaran etik, serta menghindari pelabelan. Darling-Hammond et al.
(2020) menegaskan bahwa perkembangan dan pembelajaran
dipengaruhi hubungan, emosi, identitas, dan konteks. Karena itu, santri
yang merasa dihargai bukan hanya lebih terlindungi, tetapi juga lebih
siap terlibat dalam proses belajar.

Titik lemah implementasi terletak pada kompetensi personel.
Apriyanto et al. (2024) menemukan kesenjangan komponen personel
dalam program sekolah ramah anak, sedangkan Vebrianto et al. (2025)
menempatkan pengembangan kapasitas sebagai bagian tata kelola. Di
pesantren, sebagian pengasuh sebaya atau senior diberi tanggung jawab
besar tanpa pelatihan perkembangan anak, pertolongan psikologis awal,
batas relasi, dokumentasi insiden, dan rujukan. Kebijakan ramah anak
akan rapuh apabila pihak yang berinteraksi paling intens dengan santri

tidak dibekali kompetensi dan supervisi.

Pengasuhan Berasrama dan Kesejahteraan Psikososial
Kekhasan pesantren terletak pada pengasuhan berasrama.
Pesantren mengatur waktu tidur, makan, kebersihan, ibadah, belajar,
penggunaan gawai, pergaulan, dan aktivitas organisasi. Dengan
demikian, pendidikan ramah anak harus menjangkau aspek yang sering
diletakkan di luar pembelajaran. Ketersediaan makanan bergizi, air

bersih, sanitasi, ruang tidur layak, waktu istirahat, layanan kesehatan,
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privasi, dan dukungan emosional merupakan prasyarat perkembangan,
bukan fasilitas sekunder.

Fadhilah (2022) menunjukkan bahwa santri usia anak dapat
mengalami homesickness, kesulitan adaptasi, masalah hubungan sosial,
dan tuntutan kemandirian. Temuan ini penting karena pesantren sering
memaknai kemampuan bertahan sebagai indikator kedewasaan.
Padahal, perkembangan kemandirian membutuhkan dukungan
bertahap. Anak yang baru tinggal di asrama memerlukan orientasi, figur
pengasuh yang dapat diakses, rutinitas yang dapat diprediksi,
komunikasi dengan keluarga, dan ruang menyampaikan perasaan tanpa
dituduh lemah. Ketika dukungan tidak tersedia, kepatuhan lahir melalui
penekanan emosi, bukan internalisasi nilai.

Perspektif ekologi perkembangan membantu menjelaskan
bahwa kesejahteraan anak dibentuk oleh interaksi berbagai sistem
(Bronfenbrenner, 1979). Pada tingkat mikro, kualitas hubungan dengan
pengasuh dan teman sebaya menentukan rasa aman. Pada tingkat meso,
konsistensi antara keluarga, sekolah formal, madrasah diniyah, dan
asrama memengaruhi stabilitas pengalaman. Pada tingkat organisasi,
beban pengasuh, rasio pendamping, aturan, dan sumber daya
memengaruhi respons. Pada tingkat kebijakan, standar perlindungan dan
sistem pengawasan menentukan akuntabilitas. Karena itu, mengatasi
masalah psikososial hanya melalui konseling individual tidak cukup
apabila penyebabnya adalah jadwal berlebihan, relasi penuh ancaman,
kepadatan kamar, atau aturan yang tidak adil.

Kesejahteraan juga terkait inklusi. Model sekolah ramah anak
menuntut respons terhadap kebutuhan yang berbeda, termasuk

disabilitas, kondisi kesehatan, latar bahasa, gender, dan kemampuan
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ekonomi (UNICEF, 2009; Clair et al., 2012). Dalam pesantren, inklusi
memerlukan asesmen kebutuhan sejak penerimaan, penyesuaian wajar,
akses layanan, perlindungan dari stigma, dan komunikasi dengan
keluarga. Praktik menyamaratakan tuntutan atas nama kemandirian
dapat menghasilkan ketidakadilan substantif. Perlakuan adil bukan
selalu perlakuan identik, melainkan dukungan yang memungkinkan
setiap santri mencapai perkembangan optimal.

Sihidi dan Amirudin (2022) menunjukkan pentingnya
kampanye anti-perundungan yang melibatkan komunitas, sedangkan Al
Rosid et al. (2025) menghubungkan sekolah ramah anak berbasis
pesantren dengan karakter dan nilai agama. Kedua arah ini dapat
dipadukan: nilai agama menjadi sumber empati dan tanggung jawab
sosial, sementara pendekatan psikososial memastikan bahwa nilai
diterjemahkan menjadi praktik pengasuhan konkret. Integrasi mencegah
dua ekstrem, yaitu pendekatan psikologis yang mengabaikan identitas
pesantren dan pendekatan normatif yang menganggap nasihat agama

cukup tanpa layanan profesional.

Partisipasi, Suara Santri, dan Mekanisme Pengaduan
Partisipasi merupakan dimensi yang paling sering diakui secara
normatif tetapi paling terbatas dalam praktik. Banyak lembaga
melibatkan santri dalam organisasi, piket, atau kegiatan, tetapi
partisipasi tersebut tidak selalu memberi pengaruh pada keputusan yang
menyangkut aturan, keamanan, jadwal, kualitas layanan, atau
penyelesaian masalah. Lundy (2007) menegaskan bahwa suara anak

membutuhkan ruang, kesempatan mengekspresikan pandangan, audiens
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yang sungguh-sungguh mendengar, dan pengaruh terhadap keputusan.
Tanpa empat unsur tersebut, forum santri dapat berubah menjadi
mekanisme sosialisasi keputusan orang dewasa.

Partisipasi tidak berarti semua keputusan diserahkan kepada
anak. Pesantren tetap memiliki tanggung jawab menetapkan batas yang
melindungi dan tujuan pendidikan. Namun, santri perlu mengetahui
alasan aturan, dimintai pandangan sesuai usia, memperoleh umpan balik
atas usulan, serta dilibatkan dalam evaluasi. Bentuknya dapat berupa
musyawarah kamar, survei anonim, konsultasi desain aturan,
perwakilan santri dalam tim ramah anak, dan audit keamanan yang
dipandu. Partisipasi semacam ini memperkuat kepatuhan yang reflektif
karena anak memahami makna aturan dan merasa menjadi bagian dari
komunitas.

Mekanisme pengaduan adalah ujian paling konkret bagi
partisipasi dan perlindungan. Sistem yang baik harus mudah diakses,
rahasia, ramah anak, tidak menimbulkan pembalasan, memiliki batas
waktu respons, dan terhubung dengan jalur rujukan. Pengaduan juga
perlu tersedia melalui lebih dari satu kanal karena anak mungkin tidak
nyaman melapor kepada pihak yang sama. Rahman dan Maulana (2024)
memperlihatkan pentingnya respons kelembagaan dalam isu kekerasan
seksual, sementara strategi wali asuh dalam penelitian Zahid (2024)
menunjukkan potensi figur pendamping yang dekat. Namun, kedekatan
saja tidak cukup; wali asuh membutuhkan mandat, kompetensi,
supervisi, dan prosedur eskalasi.

Terdapat risiko ketika organisasi santri diberi kewenangan
disiplin tanpa batas dan tanpa pengawasan. Pendelegasian dapat melatih

kepemimpinan, tetapi juga dapat mereproduksi kekerasan jika senior
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mengulang pola yang pernah dialami. Karena itu, agensi santri perlu
dibedakan dari kuasa koersif. Kepemimpinan santri seharusnya
diarahkan pada pelayanan, mediasi sebaya, penguatan komunitas, dan
pelaporan risiko, bukan penghukuman fisik atau praktik
mempermalukan. Abdurrohim et al. (2024) dan Arif et al. (2024)
menunjukkan bahwa pencegahan perundungan memerlukan koordinasi
lintas aktor, sehingga tanggung jawab perlindungan tidak boleh
dialihkan kepada anak.

Partisipasi juga memiliki nilai epistemik. Santri mengetahui titik
rawan yang sering tidak terlihat oleh pimpinan: sudut tanpa
pengawasan, waktu ketika perundungan terjadi, bahasa penghinaan
yang dinormalisasi, atau prosedur yang tidak dipercaya. Melibatkan
mereka bukan hanya memenuhi hak, tetapi meningkatkan kualitas
informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, suara santri
harus dipahami sebagai sumber pengetahuan institusional, bukan

ancaman terhadap kewibawaan.

Tata Kelola Perlindungan dan Akuntabilitas

Keberlanjutan pesantren ramah anak ditentukan oleh tata kelola.
Program yang bergantung pada satu figur mudah melemah ketika terjadi
pergantian kepemimpinan. Tata kelola perlindungan membutuhkan
kebijakan tertulis, kode etik, pemetaan risiko, prosedur rekrutmen aman,
pelatihan berkala, mekanisme pengaduan, pencatatan kasus, rujukan
profesional, evaluasi, dan pelaporan. Albert et al. (2023) menunjukkan
pentingnya evaluasi program, sedangkan Albert et al. (2024) menyoroti

implementasi yang membutuhkan koordinasi dan komitmen. Vebrianto
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et al. (2025) memperluasnya melalui model pengelolaan satuan
pendidikan ramah anak.

Temuan Bakhtiar et al. (2025) mengenai kendala struktural
menegaskan bahwa komitmen moral harus diterjemahkan menjadi
pembagian peran dan sumber daya. Tim ramah anak tanpa anggaran,
waktu kerja, kewenangan, dan jalur pelaporan akan bersifat simbolik.
Demikian pula, pelatihan satu kali tidak cukup karena pergantian
pengurus, kompleksitas kasus, dan perubahan risiko menuntut
pembelajaran berkelanjutan. Sistem perlu membedakan fungsi
pencegahan, penerimaan laporan, investigasi, pendampingan korban,
keputusan sanksi, dan pemulihan agar konflik kepentingan dapat
dikurangi.

Akuntabilitas menuntut keseimbangan antara kerahasiaan dan
transparansi. Identitas anak harus dilindungi, tetapi lembaga perlu
menyampaikan bahwa laporan ditindaklanjuti, tren risiko dipantau, dan
perbaikan dilakukan. Data tidak boleh hanya berupa jumlah kegiatan
sosialisasi; indikator perlu mencakup rasa aman santri, kepercayaan
terhadap kanal pengaduan, kecepatan respons, pengulangan kasus,
kesejahteraan, kualitas relasi, serta akses kelompok rentan. Hajaroh et
al. (2021) dan Xiao et al. (2023) memberi dasar bagi pengembangan
instrumen, tetapi konteks pesantren memerlukan indikator khusus
kehidupan berasrama.

Kemitraan dengan keluarga dan layanan eksternal merupakan
bagian tata kelola, bukan tanda kegagalan pesantren. Keluarga perlu
mendapat informasi tentang kebijakan, hak anak, kanal pengaduan, dan
perkembangan santri. Di saat yang sama, pesantren perlu jejaring

dengan layanan kesehatan, psikologi, perlindungan anak, kepolisian,
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dan pemerintah daerah untuk kasus yang melampaui kapasitas internal.
Model tertutup yang menyelesaikan semua perkara di dalam lembaga
berisiko mengutamakan harmoni organisasi di atas pemulihan korban.
Evaluasi kebijakan perlu menilai proses dan dampak. Aziz et al.
(2025), Apriyanto et al. (2024), dan Tsani et al. (2023) menunjukkan
bahwa implementasi sekolah ramah anak sering berhadapan dengan
kesenjangan personel, fasilitas, pemahaman, dan koordinasi. Pada
pesantren, dampak perlu dilihat melalui pengalaman santri dan
perubahan budaya: apakah penghinaan berkurang, apakah pengasuh
menggunakan disiplin restoratif, apakah anak lebih percaya melapor,
dan apakah keputusan menjadi lebih responsif. Hanya dengan demikian
status “ramah anak” berfungsi sebagai proses peningkatan mutu, bukan

label sertifikatif.

Sintesis Kritis dan Pengembangan Kerangka Konseptual

Sintesis menunjukkan bahwa konsep pesantren ramah anak
akan kehilangan daya transformasinya apabila diperlakukan sebagai
program tersendiri. Kehidupan santri merupakan rangkaian pengalaman
yang saling terhubung: cara guru mengajar memengaruhi keberanian
berbicara; cara pengasuh menegakkan aturan membentuk persepsi
keadilan; kualitas tidur dan makanan memengaruhi emosi dan belajar;
mekanisme pengaduan menentukan apakah risiko terlihat; dan respons
pimpinan menentukan apakah norma benar-benar berubah. Karena itu,
artikel ini mengusulkan Kerangka Ekologi Hak Anak Pesantren
(EHAP).

EHAP terdiri atas lima dimensi. Pertama, tata kelola

perlindungan, yaitu kebijakan, kode etik, pemetaan risiko, rekrutmen
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aman, pembagian peran, sumber daya, serta jejaring rujukan. Kedua,
relasi pedagogis dan disiplin, yaitu pembelajaran aktif, umpan balik
bermartabat, konsekuensi proporsional, dan praktik restoratif. Ketiga,
pengasuhan berasrama dan kesejahteraan, meliputi kebutuhan dasar,
kesehatan, privasi, adaptasi, dukungan emosional, dan inklusi. Keempat,
partisipasi dan agensi santri, yakni ruang menyampaikan pendapat,
keterlibatan dalam evaluasi, kepemimpinan pelayanan, dan mekanisme
pengaduan aman. Kelima, akuntabilitas dan pembelajaran institusional,
berupa pencatatan, tindak lanjut, audit, evaluasi pengalaman anak,
keterlibatan keluarga, dan perbaikan berkelanjutan.

Kelima dimensi tersebut dikelilingi empat prinsip hak anak:
non-diskriminasi, kepentingan terbaik, perkembangan optimal, dan
penghormatan terhadap pandangan anak. Prinsip berfungsi sebagai
kriteria etik, sedangkan dimensi berfungsi sebagai wilayah operasional.
Model ini juga menempatkan nilai Islam—rahmah, amanah, keadilan,
adab, dan kemaslahatan—sebagai sumber legitimasi internal. Integrasi
tersebut penting agar perlindungan tidak dipersepsi sebagai agenda
eksternal yang mengganggu tradisi, melainkan sebagai aktualisasi
tanggung jawab pendidikan Islam.

Dari kerangka tersebut dirumuskan empat proposisi. Pertama,
keamanan santri meningkat ketika kebijakan formal konsisten dengan
praktik keseharian dan terdapat jalur koreksi yang dipercaya. Kedua,
disiplin menjadi efektif secara edukatif ketika ketegasan dipadukan
dengan hubungan suportif, penjelasan, proporsionalitas, dan
kesempatan memperbaiki kesalahan. Ketiga, partisipasi santri
meningkatkan kualitas safeguarding ketika suara mereka memiliki

audiens dan pengaruh, tetapi tidak dibebani fungsi investigasi atau
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penghukuman. Keempat, program ramah anak lebih berkelanjutan
ketika akuntabilitas melekat pada sistem, bukan bergantung pada
karisma atau niat baik individu.

Kerangka EHAP membedakan tiga tingkat kematangan. Pada
tingkat administratif, lembaga memiliki dokumen, tim, dan kegiatan,
tetapi pengalaman santri belum menjadi ukuran utama. Pada tingkat
operasional, prosedur diterapkan lintas ruang, personel terlatih, laporan
ditangani, dan partisipasi mulai berfungsi. Pada tingkat transformatif,
hak anak menjadi cara lembaga mendefinisikan adab, mutu,
kepemimpinan, disiplin, serta pengambilan keputusan. Tipologi ini
dapat membantu pesantren melakukan evaluasi diri tanpa memaknai

ramah anak sebagai status biner.

Kesimpulan

Pendidikan ramah anak di pesantren merupakan transformasi
ekosistem, bukan sekadar penambahan program perlindungan. Sintesis
literatur menunjukkan bahwa karakter berasrama membuat tanggung
jawab pesantren melampaui ruang kelas: keselamatan, kebutuhan dasar,
kesejahteraan psikososial, relasi sebaya, disiplin, penggunaan otoritas,
partisipasi, dan penanganan pengaduan membentuk satu pengalaman
pendidikan yang tidak terpisahkan. Karena itu, keberhasilan tidak dapat
diukur hanya melalui keberadaan kebijakan, tim, sosialisasi, atau
fasilitas. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah santri mengalami
rasa aman, diperlakukan bermartabat, memperoleh dukungan sesuai
tahap perkembangan, mampu menyampaikan pandangan, dan

mempercayai bahwa laporan akan ditangani secara adil.
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Kajian mengidentifikasi enam pola utama. Pertama, wacana
berkembang dari proteksi pasif menuju pendekatan berbasis hak yang
menempatkan anak sebagai subjek. Kedua, risiko kekerasan berkaitan
dengan relasi kuasa, senioritas, pembiaran, dan kurikulum tersembunyi,
sehingga intervensi individual tidak memadai. Ketiga, disiplin positif
dan pedagogi humanistik memungkinkan pesantren mempertahankan
ketegasan tanpa menggunakan penghinaan atau rasa takut. Keempat,
pengasuhan berasrama harus sensitif terhadap usia, gender, disabilitas,
adaptasi, dan kesejahteraan. Kelima, partisipasi santri perlu bergerak
dari keterlibatan simbolik menuju ruang, suara, audiens, dan pengaruh
yang nyata. Keenam, keberlanjutan ditentukan oleh tata kelola
safeguarding yang memiliki sumber daya, pembagian peran, data,
rujukan, evaluasi, dan akuntabilitas.

Kontribusi artikel terletak pada Kerangka Ekologi Hak Anak
Pesantren (EHAP), yang mengintegrasikan tata kelola perlindungan,
relasi pedagogis, pengasuhan berasrama, partisipasi santri, serta
akuntabilitas dan pembelajaran institusional. Kerangka ini
menunjukkan bahwa nilai Islam dan hak anak tidak perlu ditempatkan
sebagai dua kutub. Rahmah, amanah, keadilan, adab, dan kemaslahatan
dapat menjadi basis normatif bagi perlindungan, sementara prinsip hak
anak menyediakan ukuran operasional untuk memastikan nilai tersebut
dirasakan dalam kehidupan santri.

Secara praktis, pesantren perlu memulai dari audit risiko dan
pengalaman santri, bukan deklarasi. Pelatihan wajib menjangkau semua
pihak yang memiliki kuasa terhadap anak, termasuk pengasuh sebaya;
mekanisme pengaduan harus aman dan beragam; sanksi perlu bersifat

proporsional dan restoratif; layanan psikososial dan rujukan harus
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tersedia; serta evaluasi harus melibatkan keluarga dan santri.
Keterbatasan bukti saat ini—terutama dominasi studi kasus, minimnya
data longitudinal, dan kurangnya representasi kelompok rentan—
menuntut penelitian yang lebih komparatif, partisipatoris, dan
berorientasi dampak. Dengan langkah tersebut, pesantren ramah anak
dapat bergerak dari status administratif menuju budaya pendidikan yang
menautkan perlindungan, perkembangan, partisipasi, dan tanggung

jawab keagamaan.
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